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ABSTRAK 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Pemenuhan 
Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar 
 
Factors that Affect the Taxpayer Compliance in Effort Paying the Tax Liability of Motor 
Vechicle in Makassar City  
 
 
Tri Julianti Fatimah Ismail 
Mushar Mustafa 
Syarifuddin Rasyid 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dalam upaya membayar pajak kendaraan bermotor  pada Kantor Samsat di kota 
Makassar. Variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas 
pelayanan, Sanksi perpajakan dan kewajiban moral. Sedangkan variabel dependennya 
adalah kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Makassar. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dengan memberikan sejumlah quisioner kepada wajib pajak 
yang terdaftar pada kantor Samsat Kota Makassar. Penetuan sampel dilakukan dengan 
dengan metode simple random sampling dan selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan regresi linear berganda. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 responden 
dari keseluruhan populasi. Hasil uji regresi menujukkan bahwa kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Makassar.  
 
Kata kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kewajiban 
moral, kepatuhan wajib pajak  
 
The study aims to analyze factors that the taxpayer compliance in effort paying the tax 
liabilty of motor vehicle in Samsat office of Makassar city. Independent variables of this study 
are taxpayer awareness, quality of tax services, tax pinalties  and moral duty, while the 
dependent variable is taxpayer compliance in Samsat Office of Mkassar City. This study 
uses survey method by administering some questionnaires to the registered taxpayers in 
Samsat office of Makassar City. The samples are defined by using simple random sampling 
method and the collected data are analyzed by multiple linear regression. The study used 
100 taxpayers as respondent from the totalpopulation. The result of the regression test 
shows that taxpayer awarness, quality of tax service, atx penalties, moral duty hace im pact 
to taxpayer compliance in Samsat Office of Makassar City. 
 
Keywords:  taxpayer awareness, quality of tax services, tax pinalties, moral duty, taxpayer 
compliance  
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BAB I 
    PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting 
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan 
sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor internal yang cukup potensial sebagai 
penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan Negara dari 
sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sebagai upaya bangsa kita untuk 
melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negri, maka pemerintah terus berusaha 
agar penerimaan Negara di sektor pajak meningkat dari tahun ke tahun. Faktor yang 
mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib 
pajak masyarakat di Negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan 
peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak 
dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan 
bagi Negara (Alim 2005). 
Di kota Makassar sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi 
pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh 
melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis 
pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh 
terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan 
tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota 
salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka 
pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di 
bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan 
1 
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bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin pesatnya perkembangan dealer 
kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada. 
Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 
ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan 
masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk 
membayar pajak. Namun ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak 
masih sangat rendah. Sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan 
agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan semakin menguntungkan bagi 
daerah tersebut. 
Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah 
memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Putri 
(2012), pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dana 
yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini 
perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor 
dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada. 
Di Kota Makassar  sendiri, sampai dengan tahun 2015, jumlah kendaraan roda dua 
sebanyak 346.463 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 458.160 unit. Semakin 
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak yang membayar pajak 
kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah kendaraan 
bermotor yang terdaftar di SamsatKota Makassar tahun 2011-2015. 
Tabel 1.1 
Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat KotaMakassar 
Tahun 2011-2015 
Tahun R2 % R3 % R4 ≥ % Jumlah 
2011 78.529 785,29 694 6,94 13.727 137,27 92.950 
2012 69.838 698,38 702 70,2 16.469 164,69 87.009 
2013 69.146 691,46 579 57,9 18.845 188,45 88.570 
2014 67.355 673,55 476 47,6 18.768 187,68 86.559 
2015 61.615 616,15 839 83,9 18.826 188,26 81.280 
Sumber: Samsat Kota Makassar (2015) 
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Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwa  tidakada peningkatan jumlah kendaraan 
bermotor dari tahun ke tahun. Namun tidak adanya peningkatan terhadap jumlah kendaraan 
bermotor ini tidak dibarengi dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan 
bermotornya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  
Tabel 1.2 
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak 
Tahun Jumlah Kendaraan 
Jumlah Kendaraan 
yang membayar 
pajak 
Selisih % 
2011 92.950 88.966 3.984 0,04 
2012 87.009 82.611 4.398 0,05 
2013 88.570 82.898 5.672 0,06 
2014 86.559 81.304 5.255 0,06 
2015 81.280 79.342 1.938 0,02 
Sumber: Samsat Kota Makassar  (2015) 
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah kendaraan yang terdaftar 
dengan jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, 
persentase jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor turun setiap 
tahunnya. Tentunya banyak hal yang dapat memengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang 
memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang 
baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting 
dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka 
penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.  
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama 
adalah kesadaran wajib pajak. Self assessment system yang kini dianut Indonesia dalam hal 
pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib 
Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila adanya 
kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness) dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Jika ada 
kesadaran dari wajib pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul. Penelitian 
Marjan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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Lestari (2015) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak.  
Faktor kedua yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas 
pelayanan. Pelayanan prima dari petugas terkait yang meliputi bantuan yang diberikan 
petugas dalam pengisian, penyetoran, dan pelaporan pajak sehingga wajib pajak paham 
dan mengerti akan kewajiban pajaknya serta kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban 
perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan 
Utomo (2011) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sanksi perpajakan menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 
2011:59). Penelitian yang dilakukan Lestari (2014) menunjukkan bahwa secara parsial 
sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  
Kewajiban moral juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam 
memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002), etika, prinsip hidup, 
perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam 
melaksanakan sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika 
wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lestari (2014). Lestari melakukan 
penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Maros. Variabel bebas yang digunakan 
ada tiga yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Pada 
penelitian ini, penulis menggunakan empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral. Objek dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor SAMSAT Kota Makassar. Teknik 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling dimana 
pengambilan sampel dilakukan secara acak.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik 
kesimpulan untuk melakukan penelitian lanjut yang berjudul, “Faktor-Faktor yang 
Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Pemenuhan kewajiban Pajak 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut.  
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
5. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan 
kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak? 
 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4. Untuk mengetahu pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.  
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi 
perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoretis 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi untuk 
penelitian selanjutnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pengetahuan dan wawasan 
yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak dapat bertambah.  
 
 
1.4.2  Kegunaan Praktis 
 Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha 
peningkatan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, kualitas 
pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral khususnya di wilayah penelitian.  
 
 
1.5  Sistematika Penulisan 
Bab satu adalah bab  pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab dua adalah bab tinjauan pustaka. Dalam bab ini terdapat landasan teori, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diperlukan dalam menunjang 
penelitian ini. 
Bab tiga adalah bab metode penelitian. Dalam bab ini meliputi rancangan penelitian, 
tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
variabel penelitiaan dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.  
Bab empat adalah bab hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis 
deskriptif dan perhitungan skor variabel x dan y, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis 
regresi linear berganda, dan uji hipotesis.  
Bab lima adalah bab penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Landasan Teori 
2.1.1  Teori Atribusi 
Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (Suartana, 2010:181) yang menyatakan 
“bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal 
forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang… dan kekuatan eksternal, 
yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar….”  
Robbins (2008:177) menyimpulkan bahwa “ Perilaku yang disebabkan secara internal adalah 
perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan 
secara eksternal dianggap sebagai akibat-akibat dari sebab luar; yaitu, individu tersebut dianggap 
telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi”. 
 
Pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku 
seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan 
secara internal atau eksternal. Namun sebagian besar penentuan tersebut bergantung pada 
tiga faktor: (1) kekhususan, (2) konsensus, (3) konsitensi. 
Kekhususan merajuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-
perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Bila semua individu yang menghadapi 
situasi yang serupa merespon dalam cara yang sama, bisa dikatakan bahwa perilaku 
tersebut menunjukkan konsensus. Sedangkan konsistensi dapat diamati dari tindakan-
tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Semakin konsisten perilaku 
individu tersebut, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkannya 
dengan sebab-sebab internal. 
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk membayar pajak, 
baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang dapat memengaruhi secara internal 
adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku 
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yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar; dimana 
individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. 
2.1.2 Teori Kepatuhan 
 Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 
patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. 
Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. 
 Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan 
konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas 
personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karna hukum 
tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui 
legitimasi (normative commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturankarena 
otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. 
 
2.1.3 Pajak 
2.1.3.1 Definisi Pajak 
 Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Definisi pajak yang dikemukakan Soemitro ( Mardiasmo, 2011: 1) adalah:  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 
Definisi pajak yang dikemukakan Adriani ( Darwin,2010 : 15) adalah: 
“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 
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langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” 
 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib 
kepada negara yang bersifat memaksa bagi wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-
undang yang berlaku dimana wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan 
digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat. 
2.1.3.2  Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1-2), yaitu: 
1. pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya, atau biasa disebut fungsi budgetair. 
2. pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang sosial dan ekonomi, atau disebut fungsi mengatur (regulerend). 
 
2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan 
atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. 
 
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). 
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan 
hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 
dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis). 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
3.  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). 
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Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, 
sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
4.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil). 
 Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari 
pemungutannya agar sesuai dengan fungsi budgetair. 
5.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, karena sistem 
pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  
 
2.1.3.4 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:3-4) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang 
menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut 
pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Teori Asuransi. 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 
asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
2. Teori Kepentingan. 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 
terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang harus dibayar. 
3. Teori Gaya Pikul. 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 
pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 
dimiliki oleh seseorang. 
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b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 
harus dipenuhi. 
4. Teori Bakti. 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 
bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.  
5. Teori Azas Gaya Beli. 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 
tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 
masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.   
 
2.1.3.5 Pengelompokkan Pajak 
 Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya 
(Mardiasmo, 2011:5-6). 
1.  Menurut golongannya. 
a.  Pajak langsung. Dimana seluruh beban pajak dipikul oleh wajib pajak dan 
tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. 
b. Pajak tidak langsung. Merupakan jenis pajak dimana beban pajaknya dapat 
dipindahtanganan ke orang lain, baik seluruh maupun sebagian beban pajak 
tersebut.  
2.  Menurut sifatnya. 
a.  Pajak Subjektif. Pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajak, yaitu 
Wajib Pajak. 
b. Pajak Objektif. Pajak yamg berdasarkan objek pajaknya tanpa memperhatikan 
keadaan Wajib Pajak. 
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3.  Menurut lembaga pemungutnya. 
a. Pajak Pusat. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b.  Pajak Daerah. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
 
2.1.3.6 Pajak Daerah 
 Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 
10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah, yaitu: 
“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Zuraida 2012:31-32). 
a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-
undangan. 
b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang 
menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah. 
c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenhi kewajiban 
pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. 
d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau 
jasa secara langsung. 
e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah. 
f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
 
2.1.3.7 Jenis Pajak dan Objek Pajak 
 Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. 
1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; 
e. Pajak Rokok. 
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 
2.1.3.8 Pajak Kendaraan Bermotor 
  Objek Pajak Kendaraan Bermotor (Zuraida, 2011:33) adalah  “Kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor.”  
  Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.  
 a.  Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di 
semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
dengan ukuran isi kotor GT 5 (limaGross Tonnage) sampai dengan GT 7 
(tujuh Gross Tonnage). 
 b.  Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
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untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan 
tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan 
di air. 
Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 
dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang 
pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. 
Tabel 2.1 Pajak Kendaraan Bermotor 
Unsur Keterangan 
Objek Pajak Kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. Termasuk 
kendaraan bermotor beroda beserta 
gandengannya, yang dioperasikan di 
semua jenis jalan darat dan 
kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air dengan ukuran isi 
kotor GT 5 sampei dengan GT 7, 
kecuali: 
a. kereta api; 
b. kendaraan bermotor yang 
semata-mata digunakan 
untuk keperluan pertahanan 
dan keamanan negara; 
c. kendaraan bermotor yang 
dimiliki dan/atau dikuasai 
kedutaan, konsulat, 
perwakilan negara asing 
dengan asas timbal balik dan 
lembaga-lembaga 
internasional yang 
memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari 
Pemerintah; dan 
d. objek pajak lainnya yang 
ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah. 
 
Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang 
memiliki dan/atau menguasai 
kendaraan bermotor. 
Tarif a. kepemilikan I: 1%-2%; 
b. kepemilikan II dan 
seterusnya dapat diterapkan 
tarif progesif: 2%-10%; 
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c. angkutan 
umum/pemerintah/ambulans 
dan lain-lain: 0,5%-1%; 
d. alat berat/besar: 0,2%-0,1%. 
Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikali 
bobot kerusakan jalan. 
Earmarking Minimal 10% digunakan untuk 
pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan serta 
peningkatan moda dan sarana 
transportasi umum. 
 Sumber: Zuraida (2011:39) 
 
2.1.3.9 Kepatuhan Wajib Pajak 
“Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak 
yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara 
akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai 
suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material” 
(Harinurdin, 2009:97). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 seorang wajib 
pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak; 
c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut; dan 
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
 
2.1.3.10 Kesadaran Wajib Pajak 
 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, 
mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku 
tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, 
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dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih 
rendah. 
  Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.  
  Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain: 
1) realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
2) tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa. 
3) tingginyaTax Ratio. 
4) semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru. 
5) rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak. 
6) tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan. 
 
2.1.3.11 Kualitas Pelayanan Perpajakan 
 Kualitas atau biasa yang disebut dengan mutu merupakan taraf, derajat, atau tingkat 
baik maupun buruknya sesuatu. Sedangkan pengertian pelayanan dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain 
seperti tamu atau pembeli. Hakekat pelayanan publik yang dijelaskan dalam Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pada 
dasarnya hakekat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada 
mayarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 
masyarakat. 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut. 
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1. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan. 
2. Kejelasan 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persolan/sengketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik; 
c. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian Waktu 
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan. 
4. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
5. Keamanan 
Proses dan pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 
6. Tanggung Jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 
yang memadai temasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika (telematika). 
8. Kemudahan Akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan 
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Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
10. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
 
 
2.1.3.12 Sanksi Perpajakan 
  Mardiasmo (2011:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi 
Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan 
ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi 
pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.  
Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut. 
1. Sanksi Administrasi 
Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya bunga dan 
kenaikan. 
2. Sanksi Pidana 
Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau 
benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ada 3 
macam sanksi pidana, yaitu sebagai berikut. 
a. Denda Pidana 
Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya 
diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan 
19 
 
 
peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan 
kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau 
kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan 
kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat 
kejahatan. 
b. Pidana kurungan 
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. 
Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu 
ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, 
maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu 
diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 
c. Pidana Penjara 
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap 
kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada 
pihak ketiga, namun hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 
 
2.1.3.13 Kewajiban Moral 
   Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang 
kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). Adapun pengertian lainnya 
mengenai kewajiban moral yaitu merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki 
seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain (Bobek dan Hatfield, 2003). 
  Menurut Wenzel (2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat 
berpengaruh terhadap terhadap perilaku dari wajib pajak, kewajiban moral yang lebih kuat 
dari wajib pajak akan mampu mengatakan tingkat kepatuhannya. Kemudian ia 
menyimpulkan jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan 
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cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini 
berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
NO Nama Penulis Penelitian Sebelumnya 
 
Penelitian Pembanding 
1 Lestari (2014) melakukan penelitian mengenai 
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Upaya Pemenuhan 
Kewajiban Pajak Kendaraan 
Bermotor di Kabupaten Maros. 
Variabel bebas yang digunakan 
adalah kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, dan sanksi 
perpajakan. Hasil penelitian ini 
adalah kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan, dan sanksi 
perpajakn berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Yang membedakan 
Penelitian yang saya 
lakukan dengan 
penelitian sebelumnya  
yaitu dimana penggunaan 
Variabel dalam penelitian 
saya menggunakan 
empat Variabel 
2. Putri ( 2014) penelitian mengenai Pengaruh 
Sanksi Perpajakan, Kesadaran 
Perpajakan, Pelayanan Fiskus 
dan Tingkat Pemahaman 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi di Padang . 
Variabel bebas yang digunakan 
adalah sanksi perpajakan, 
kesadaran perpajakan, pelayanan 
fiskus, dan tingkat pemahaman. 
Hasil penelitian ini adalah semua 
variabel bebas secara signifikan 
berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
Yang membedakan 
Penelitian yang saya 
lakukan dengan 
penelitian sebelumnya  
yaitu dimana penggunaan 
Variabel dalam penelitian 
saya menggunakan 
empat Variabel 
 
 
 
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 
Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kesadaran Wajib 
Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral merupakan faktor-faktor 
yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak 
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Kendaraan Bermotor. Gambar berikut akan menyajikan kerangka pemikiran teoritis 
penelitian ini. 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
 
  
 
 
 
 
 
 
    Keterangan 
      Secara Parsial 
      Secara Simultan  
 
2.4 Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan 
bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-
faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. 
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri 
individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela. Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. (Lestari 2014). 
Kesadaran Wajib 
Pajak (X1) 
Kualitas Pelayanan 
(X2) 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) Sanksi Perpajakan 
(X3) 
 
 
Kewajiban Moral 
(X4) 
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Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal. 
Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini 
didukung oleh hasil penelitian Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengungkapkan bahwa 
kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 
H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di 
luar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, 
dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. 
 Manuputty (2014) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh 
tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan yang 
dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam 
mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehinga wajib pajak puas 
terhadap pelayanannya. Kualitas fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas 
lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. 
Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang 
ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat 
mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka.  
Hasil penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006)dan Putri (2012) mengemukakan 
bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak. 
H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib      
        pajak. 
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2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Mardiasmo (2009:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ ditaati/ dipatuhi. 
Sanksi perpajakan dianggap akan menambah masalah atau mempersulit wajib pajak 
itu sendiri dalam membayar pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan baik secara 
administratif maupun pidana, wajib pajak akan cenderung untuk taat dan patuh 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.  
Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar 
Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila 
memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).  
Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengemukakan 
bahwasanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak. 
H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
2.4.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan 
bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-
faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.Kewajiban moral berasal dari dalam diri 
individu. 
Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dalam 
melaksanakan sesuatu, seperti misalnya etika dan prinsip (Ajzen, 2002). Hal ini akan 
dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) dan Hidayat (2010), 
kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. 
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Berdasarkan literature dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
H4 : Kewajiban moral berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (Causal Comparative 
Research). Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan bahwa penelitian kausal komparatif 
merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat 
antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-
konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai 
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.  
 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Makassar yang beralamat Jl. 
Andi Mappanyukki No.79 Makassar. Penelitian ini di lakukan pada awal bulan Desember 
sampai akhir bulan Desember 2016. Selain di Kantor SAMSAT, tempat penelitian juga bisa 
dilakukan dimana saja, karena dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk 
mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kenderaan bermotor, 
kuesioner tersebut akan peneliti bagikan kepada setiap wajib pajak. 
 
 
3.3  Populasi dan Sampel 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang kendaraannya terdaftar 
di SAMSAT Kota Makassar. Jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 436.368 unit 
kendaraan. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalahmenggunakan teknik 
probability sampling, dengan jenis Simple RandomSampling. Probability sampling adalah 
sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 
anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sedangkan Simple Random Sampling adalah 
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metode pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 
memerhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Metode penentuan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan rumus slovin sebagai berikut: 
n =  N  
       1 + N (e)2 
 
Keterangan : 
 n = Jumlah sampel 
 N = Populasi 
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 
0,1. 
  Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian 
ini sebanyak 100 Wajib Pajak. Dilihat pada perhitungan di bawah ini. 
 
    n =  3.723.118 
  n =      3.723.118  
     1 + 3.723.118 (0,1)2 
    n =  100 
   
 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang 
kendaraannya terdaftar pada SAMSAT Kota Makassar. Sedangkan data sekunder 
merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 
perantaraumumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 
arsip (dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun tidak. Data sekunder dalam penelitian 
ini berupa penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan mengakses website. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Data primer dikumpulkan dengan metode survey menggunakan media angket 
(kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan kemudian 
responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur 
pendapat responden, digunakan skala likert atau biasa dikenal dengan 
summated ratings yang pada umumnya menggunakan lima angka penilaian 
(Indriantoro dan Supomo, 2013:104) yaitu:  
a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
b. Kategori Setuju diberi (S) skor 4 
c. Kategori Netral (N) diberi skor 3 
d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
e. Kategori Sangat Tidak setuju (STS) diberi skor 1 
2. Data sekunder (Hamdi dan Bahruddin, 2014) yaitu data yang diperoleh dari 
lembaga yang berpengaruh dengan penelitian, buku pustaka, dan sebagainya 
seperti berikut. 
a.  Studi Kepustakaan (Library Study) 
Penulis berusaha mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang 
berkaitan dengan penelitian yaitu dengan membaca literatur atau buku yang 
ada di perpustakaan. 
b. Pengambilan data dari luar tempat penelitian secara langsung seperti 
pengambilan data dari lembaga sekitar tempat penelitian. 
c. Data-data dari kabupaten, kecamatan, dan dinas setempat yang mendukung 
penelitian. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan 
variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi 
perpajakan, dan pelayanan fiskus. Definisi operasional dari masing-masing variabel akan 
dijelaskan sebagai berikut. 
1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 
Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 
dalam bentuk formal dan kepatuhan material(Harinurdin, 2009:97). 
2. Kesadaran wajib pajak (X1) 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela. 
3. Kualitas pelayanan pajak (X2) 
Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat baik maupun buruknya layanan 
pajak dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak 
terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan, serta 
wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 
4. Sanksi perpajakan (X3) 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau 
bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) 
agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59-60). 
5. Kewajiban Moral (X4) 
Kewajiban moral merupakan moral yang berasal dari masing-masing individu 
yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel Notasi Indikator Pertanyaan Skala Sumber 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Patuh) 
Patuh 1 Secara umum dapat 
dikatakan bahwa saya 
paham Undang-Undang 
Perpajakan 
5 poin 
skala 
likert, 1 
untuk 
STS 
hingga 5 
untuk SS 
Marjan 
(2014) 
Patuh 2 Saya selalu mengisi formulir 
pajak dengan benar 
Patuh 3 Saya selalu menghitung 
pajak dengan jumlah yang 
benar 
Patuh 4 Saya selalu membayar pajak 
tepat pada waktunya 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Sadar 1 Pajak merupakan iuran 
rakyat yang digunakan untuk 
pembangunan 
5 poin 
skala 
likert, 1 
untuk 
STS 
hingga 5 
untuk SS 
Marjan 
(2014) 
  Sadar 2 Pajak merupakan iuran 
rakyat yang digunakan untuk 
dana pengeluaran umum 
pelaksanaan fungsi 
pemerintahan 
  Sadar 3 Pajak merupakan sumber 
penerimaan Negara yang 
paling besar 
Sadar 4 Saya harus membayar pajak 
karena pajak merupakan 
kewajiban kita sebagai warga 
Negara 
 
Kualitas 
Palayanan 
Kualitas 1 
Petugas pajak telah 
memberkan pelayanan pajak  
dengan baik 
5 poin 
skala 
likert, 1 
untuk 
STS 
hingga 5 
untuk SS 
Marjan 
(2014) 
Kualitas 2 Saya merasa bahwa 
penyuluhan yang dilakukan 
oleh petugas pajak dapat 
membantu pemahaman 
mengenai hak dan kewajiban 
saya selaku Wajib Pajak 
Kualitas 3 Petugas pajak selalu 
memperhatikan keberatan 
Wajib Pajak atas pajak yang 
dikenakan 
Kualitas 4 Cara membayar pajak 
adalah mudah/ efisien 
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Sanksi 
Perpajakan 
Sanksi 1 Sanksi pajak sangat 
diperlukan agar tercipta 
kedisiplinan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan 
5 poin 
skala 
likert, 1 
untuk 
STS 
hingga 5 
untuk SS 
Putri 
(2012) 
Sanksi 2 Pengenaan sanksi harus 
dilaksanakan dengan tegas 
kepada semua Wajib Pajak 
yang melakukan 
pelanggaran 
Sanksi 3 Sanksi yang diberikan 
kepada Wajib Pajak harus 
sesuai dengan besar 
kecilnya pelanggaran yang 
sudah dilakukan 
Sanksi 4 Penerapan sanksi pajak 
harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Kewajiban 
Moral 
Kewajiban 
1 
Kewajiban moral sangat 
diperlukan agar tercipta 
kedisiplinan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan 
5 poin 
skala 
likert, 1 
untuk 
STS 
hingga 5 
untuk SS 
Marjan 
(2014) 
Kewajiban 
2 
Kewajiban moral harus 
disadari dengan baik dari 
semua Wajib Pajak yang 
melakukan kesalahan agar 
lebih sadar akan 
kewajibannya 
Kewajiban 
3 
Kewajiban moral yang  
sebenarnya itu berasal dari 
dalam diri wajib pajak itu 
sendiri  
Kewajiban 
4 
Kewajiban moral sangat 
penting guna meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak 
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3.7 Instrumen Penelitian 
(Sugiyono, 2013) menyatakan “Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai 
variabel yang diteliti. Instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran 
dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat”. Pada penelitian ini, instrumen 
penelitian yang digunakan berupa kuesionerdimana pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 
responden lalu kemudian data tersebut diolah.  
 
3.8 Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda (Gujarati, 2012). Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui 
besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).  
 Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas sehingga persamaannya adalah 
sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + … + e 
keterangan: 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
a  = Konstanta 
B1, B2, B3, B4= Koefisien regresi 
X1  = Kesadaran Wajib Pajak 
X2  = Kualitas Pelayanan 
X3  = Sanksi Perpajakan 
X4  = Kewajiban Moral 
e  = Error 
 
3.9 Uji Kualitas Data 
Suntoyo (2013:84-85) menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas, yaitu: 
1. Validitas 
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 Untuk mengukur sah atau valid maupun tidaknya suatu kuesioner maka 
digunakan uji validitas. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor 
butir pertanyaan dengan total skor konstruk. 
 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria yang digunakan 
untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam 
pengujian hipotesis apabila Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,05. 
2. Reliabilitas 
 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal 
apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.  
 Dalam penelitian ini digunakan fasilitas Cronbach Alpha yang terdapat dalam 
bantuan komputer SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 
 
3.10 Uji Asumsi Klasik 
 Terdapat 3 jenis uji asumsi klasik (Suntoyo, 2013:89-92) sebagai berikut. 
1. Multikolinearitas 
Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas 
dua atau lebih variabel bebas dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel 
bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi 
multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60.  
Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas 
lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). 
2. Heteroskedastisitas 
Selain uji asumsi klasik multikolinearitas, dalam persamaan regresi berganda perlu 
juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu 
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dengan yang lainnya. Dikatakan Homoskedastisitas jika residualnya memiliki varian 
yang sama. Namun, jika variansnya berbeda maka disebut terjadi 
heteroskedastisitas.  
3. Normalitas 
Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik lainnya selain uji asumsi klasik 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas di mana akan menguji data 
variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang 
dihasilkan.  
 
3.11 Pengujian Hipotesis 
  Menurut Ghozali (2006:84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat. Hipotesis Nol (Ho) yang akan diuji adalah apakah semua 
parameter dalam model sama dengan nol, atau: 
Ho : b1 = b2 = ……. = bk = 0 
 Persamaan diatas menunjukkan apakah semua variabel independen bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 
(Ha), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 
Ha : b1 ≠ b2 ≠ …….≠ bk ≠ 0 
  Persamaan diatas menunjukkan semua variabel independen secara simultan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
  Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.Hipotesis nol 
(Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: 
Ho : bi = 0 
 Persamaan diatas menunjukkan apakah suatu variabel independen bukan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), 
parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 
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Ha : bi ≠ 0 
  Persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.  
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.  
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka 
kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi. 
4. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, maka kepatuhan wajib 
pajak pun akan tinggi.  
5. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral 
dapat bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak yang berada di Kantor SAMSAT Makassar 
akan memiliki kepatuhan wajib pajak yang tinggi terhadap pembayaran pajak jika 
keempat variabel tersebut dijalankan bersama-sama sesuai dengan fungsi dan tugas 
masing-masing.  
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5.2 Saran 
Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan untuk dilakukan pada 
penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang 
sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik. Adapun beberapa saran 
perbaikan yaitu sebagai berikut. 
1. Melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan 
tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk membayar 
pajaknya. Dan semakin sering melakukan penyuluhan di berbagai tempat agar 
semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membuat 
mereka menyadari pentingnya membayar pajak.  
2. Kualitas sarana dan prasarana, sikap profesionalitas serta pelayanan harus lebih 
berkualitas tinggi harus lebih ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman 
sehingga akan meningkatan penerimaan pajak. 
3. Melaksanakan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang 
berlaku, secara tegas memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak patuh 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan setiap sanksi 
yang ada. 
4. Kewajiban moral harus ditingkatkan dari dalam diri masing-masing wajib pajak 
karena kewajiban moral sangat penting dan sangat mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak, maka ini merupakan hal yang penting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
DAFTAR PUSTAKA  
Ajzen, Icek. 2002. Constructing a TBP Guestionnare: Conceptual and Methodological 
Considerations. September  (Resived January, 2006). 
 
Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang Bergerak di Bidang 
Pendidikan. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, IV (2).  
 
Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan 
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan 
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). 
Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas 
Diponegoro. 
 
Darwin. 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media. 
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Hamdi, Asep Saipul dan Bahruddin, E. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam 
Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish. 
 
Harinurdin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu 
Administrasi dan Organisasi, (Online), Vol. 16, 
(http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595, diakses 16 Mei 2015). 
 
Hidayat, Widi dan Argo Adhi Nugroho. 2010. Theory of Planned Behavior dan Pengaruh 
Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 No. 2. Hal 82-93. 
 
Ho, Daniel. 2004. A Study of Hongkong Tax Compliance Ethic. International Business 
Research, 2(4). 
 
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: 
BPFE. 
 
Jatmiko, A.N. 2006.Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, 
Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak 
(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Tesis Program 
S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan. 
Kesadaran Wajib Pajak. (Online) http://zetzu.blogspot.com/2011/08/kesadaran-wajib-
pajak.html (diakses tanggal 9 April 2015. 
 
Lestari, N. W. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Maros. 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negri Makassar. 
Manuputty, Dax E.S dan Prianggono, Jarot. 2010. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Wajib Pajak Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Di Samsat 
Balikpapan. 
53 
 
 
 
Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Penerbit Andi. 
 
Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan 
Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi Tidak diterbitkan. Makassar: 
Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 
 
Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di 
Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X. 
 
Pengertian Pelayanan. (online) (http://www.pengertianahli.com/2014/08/ pengertian-
pelayanan-apa-itu-pelayanan.html, diakses 9 April 2015) 
 
Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di 
Denpasar.Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hal 661-677. 
 
Pratama, IGA Agustini. 2008. Pengaruh Norma Subyektif, Kewajiban Moral dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama 
Denpasar Barat (Studi Kasus pada Perusahaan Konstruksi di Denpasar). Skripsi 
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. 
 
Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik. 
 
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK/03/2012 Tentang Cara 
Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam 
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 2013. Jakarta: Mitra Wacana Media. 
 
Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. Perilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi Keprilakuan-Teori dan Implementasi. Jakarta: Penerbit 
Andi  
 
Sugiyono, 2013. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta. 
 
Suntoyo, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama. 
 
Susanto, Herry. 2012. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. 
.(Online), (http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-
sukarela-wajib-pajak, diakses 15 Agustus 2015). 
 
Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 
Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas 
Hasanuddin Udayana. Hal 345-357. 
 
54 
 
 
Utomo, Bayu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan 
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tanggerang Selatan. Skripsi 
Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 
Negeri Ssyarif Hidayatullah. 
 
Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Journal Economic Resources, 11 (30) : 
h: 91-99 
 
Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
56 
 
 
 
LAMPIRAN 1.  
BIODATA  
IdentitasDiri 
Nama    : Tri Julianti Fatimah Ismail 
Tempat, TanggalLahir : Makassar, 09 Juli 1993 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat Rumah  : BTN Sao Sarana Indah A15. No.15 Daya 
Nomor HP   : 085342631969 
Alamat Email    : trijuliantifatimaismail@yahoo.co.id 
 
 
RiwayatPendidikan 
Pendidikan Formal  
 TK Batua Raya Makassar 
 SD Inpres  Mannuruki II 
 SMP Negri 12 Makassar 
 SMA Negri 6 Makassar 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
Makassar,   April  2017 
 
       Tri Julianti Fatimah Ismail 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
LAMPIRAN 2. 
KUESIONER PENELITIAN 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Responden  
Umur  
Jenis Kelamin *)            Laki-Laki  Perempuan 
Pekerjaan  
Pendidikan Terakhir  
*) Coret yang tidak perlu 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak kendaraan 
bermotor. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang (x) pada 
kotak jawaban yang dianggap tepat.  
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
  S : Setuju 
  SS : Sangat Setuju 
 
 
 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
NO Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
 
1 Secara umum dapat dikatakan bahwa 
Bapak/Ibu paham UU Perpajakan 
     
2 Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak 
dengan benar 
     
3 Bapak/Ibu selalu menghitung pajak 
dengan jumlah yang benar 
     
4 Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat 
pada waktunya 
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 Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pembangunan 
     
2 Pajak adalah iuran rakyat untuk dana 
pengeluaran umum pelaksanaan fungsi 
pemerintah 
     
3 Pajak merupakan sumber penerimaan 
negara yang terbesar 
     
4 Pajak harus Bapak/Ibu bayar karena pajak 
merupakan kewajiban kita sebagai warga 
Negara 
     
 
 Variabel Kualitas Pelayanan  
No Indikator Penelitian STS TS N S SS 
1 Petugas pajak telah memberikan 
pelayanan pajak dengan baik 
     
2 Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan 
yang dilakukan oleh petugas pajak dapat 
membantu pemahaman Bapak/Ibu 
mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu 
selaku Wajib Pajak 
     
3 Petugas pajak senantiasa memperhatikan 
keberatan Wajib Pajak atas pajak yang 
dikenakan 
     
4 Cara membayar pajak adalah 
mudah/efisien 
     
 
 
 Variabel Sanksi Perpajakan 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Sanksi pajak sangat diperlukan agar 
tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan 
     
2 Pengenaan sanksi harus dilaksanakan 
dengan tegas kepada semua Wajib Pajak 
yang melakukan pelanggaran 
     
3 Sanksi yang diberikan kepada Wajib 
Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya 
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pelanggaran yang sudah dilakukan 
4 Penerapan sanski pajak harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
     
 
 Variabel Kewajiban Moral 
No Indikator Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Kewajiban moral sangat diperlukan agar 
tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan 
     
2 Kewajiban moral harus disadari dengan 
baik dari semua Wajib Pajak yang 
melakukan kesalahan agar lebih sadar 
akan kewajibannya 
     
3 Kewajiban moral yang sebenarnya itu 
berasal dari dalam diri wajib pajak itu 
sendiri 
     
4 Kewajiban moral sangat penting guna 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak 
     
 
LAMPIRAN 3. 
FREKUENSI SKOR SETIAP VARIABEL 
1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
Responden P1 P2 P3 P4 Total 
1 5 4 5 5 19 
2 5 4 5 5 19 
3 4 4 5 4 17 
4 3 4 5 5 17 
5 5 5 5 5 20 
6 4 5 4 4 17 
7 5 4 5 5 19 
8 5 4 5 5 19 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 5 4 17 
11 4 5 4 5 18 
12 4 5 5 5 19 
13 5 4 5 5 19 
14 5 4 5 5 19 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 5 4 4 17 
18 4 4 4 4 16 
19 3 3 3 5 14 
20 4 4 4 5 17 
21 5 4 4 4 17 
22 4 4 4 4 16 
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23 5 4 4 5 18 
24 5 4 4 5 18 
25 5 4 4 5 18 
26 4 4 5 5 18 
27 4 4 5 5 18 
28 4 4 4 5 17 
29 4 4 4 5 17 
30 5 4 4 5 18 
31 5 5 5 5 20 
32 4 3 2 4 13 
33 4 4 4 4 16 
34 5 4 5 4 18 
35 4 4 4 5 17 
36 5 4 5 5 19 
37 5 5 5 5 20 
38 4 5 5 5 19 
39 4 4 5 5 18 
40 5 4 5 4 18 
41 4 4 5 5 18 
42 4 4 5 5 18 
43 4 4 4 4 16 
44 5 4 4 4 17 
45 4 5 5 5 19 
46 5 5 5 4 19 
47 5 5 5 5 20 
48 3 4 3 3 13 
49 4 5 4 5 18 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 5 4 17 
52 3 3 4 4 14 
53 4 5 5 5 19 
54 5 5 4 4 18 
55 4 4 5 5 18 
56 4 5 3 4 16 
57 4 4 5 5 18 
58 5 4 5 5 19 
59 5 4 5 5 19 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 5 5 18 
62 5 5 5 5 20 
63 5 5 5 5 20 
64 3 3 4 3 13 
65 5 4 4 5 18 
66 5 4 4 5 18 
67 4 5 4 5 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 5 5 18 
70 4 5 4 5 18 
71 5 3 5 5 18 
72 4 4 4 4 16 
73 3 4 4 4 15 
74 5 5 5 5 20 
75 4 4 4 4 16 
76 5 5 4 4 18 
77 4 4 5 4 17 
78 4 4 4 4 16 
79 5 5 4 4 18 
80 5 5 4 5 19 
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81 4 4 4 5 17 
82 4 4 4 5 17 
83 3 3 3 4 13 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 3 4 15 
86 4 4 4 5 17 
87 4 3 3 4 14 
88 4 4 4 4 16 
89 4 4 3 5 16 
90 4 4 4 3 15 
91 5 4 4 5 18 
92 5 2 1 4 12 
93 4 4 3 5 16 
94 4 3 4 3 14 
95 4 4 4 3 15 
96 4 4 4 4 16 
97 5 4 4 5 18 
98 4 4 4 3 15 
99 3 2 2 3 10 
100 5 5 5 5 20 
 
2. Kualitas Pelayanan (X2) 
Responden P1 P2 P3 P4 Total 
1 3 5 3 5 16 
2 3 5 3 5 16 
3 4 5 4 4 17 
4 4 4 3 4 15 
5 5 5 5 5 20 
6 4 4 5 4 17 
7 5 5 4 5 19 
8 4 5 4 5 18 
9 4 2 4 4 14 
10 4 4 3 4 15 
11 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 4 19 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 5 4 17 
18 4 4 4 4 16 
19 3 3 4 5 15 
20 4 4 4 4 16 
21 5 4 4 4 17 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 5 4 17 
24 4 5 4 4 17 
25 4 4 3 4 15 
26 4 3 4 4 15 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 4 4 16 
30 4 5 4 4 17 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
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34 3 4 3 4 14 
35 4 4 3 5 16 
36 4 4 5 5 18 
37 4 5 4 4 17 
38 5 5 5 4 19 
39 5 5 5 4 19 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 5 5 18 
42 5 4 5 4 18 
43 4 4 4 4 16 
44 5 4 4 5 18 
45 4 4 5 4 17 
46 4 4 4 5 17 
47 5 5 5 4 19 
48 4 4 4 5 17 
49 4 5 4 4 17 
50 4 4 4 4 16 
51 5 5 4 4 18 
52 5 4 4 4 17 
53 4 4 5 5 18 
54 5 5 5 4 19 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 4 5 17 
62 5 5 4 5 19 
63 5 5 4 5 19 
64 4 3 3 3 13 
65 4 5 4 5 18 
66 4 5 4 5 18 
67 4 5 4 5 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 5 17 
71 4 4 4 4 16 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 4 16 
74 5 5 5 5 20 
75 4 5 4 4 17 
76 4 4 5 4 17 
77 4 4 4 4 16 
78 5 5 4 4 18 
79 4 4 4 4 16 
80 4 4 4 4 16 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 
83 4 4 4 4 16 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 3 4 15 
87 4 4 4 5 17 
88 4 4 4 4 16 
89 3 4 3 3 13 
90 5 4 4 5 18 
91 5 4 4 5 18 
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92 2 2 2 5 11 
93 4 3 3 4 14 
94 1 1 3 2 7 
95 4 4 3 4 15 
96 3 3 3 3 12 
97 3 3 3 4 13 
98 3 3 3 3 12 
99 3 3 3 4 13 
100 5 5 5 5 20 
 
 
3. Sanksi Perpajakan (X3) 
Responden P1 P2 P3 P4 Total 
1 5 5 4 4 18 
2 5 5 4 5 19 
3 4 4 5 5 18 
4 4 3 3 4 14 
5 5 5 5 5 20 
6 5 4 4 5 18 
7 5 5 5 5 20 
8 4 5 5 5 19 
9 4 4 5 5 18 
10 2 5 5 5 17 
11 4 4 4 5 17 
12 4 5 5 4 18 
13 4 4 4 5 17 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 4 3 4 4 15 
19 3 3 4 4 14 
20 5 5 5 4 19 
21 4 4 4 5 17 
22 4 5 5 4 18 
23 4 5 5 4 18 
24 5 5 5 4 19 
25 4 4 4 4 16 
26 4 5 5 5 19 
27 4 4 4 4 16 
28 5 4 4 5 18 
29 5 4 4 5 18 
30 5 4 4 5 18 
31 5 4 4 4 17 
32 4 4 5 5 18 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 5 17 
35 4 5 4 5 18 
36 5 5 4 5 19 
37 5 5 5 5 20 
38 5 5 5 5 20 
39 5 4 5 4 18 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 5 4 17 
42 4 5 4 4 17 
43 4 4 4 4 16 
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44 5 5 5 5 20 
45 5 5 5 5 20 
46 4 4 4 4 16 
47 5 5 5 5 20 
48 4 4 4 4 16 
49 4 5 4 5 18 
50 4 4 4 4 16 
51 5 5 4 4 18 
52 4 4 5 5 18 
53 4 4 4 5 17 
54 5 5 5 5 20 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 4 4 16 
62 4 4 5 4 17 
63 4 5 4 4 17 
64 2 3 3 3 11 
65 5 4 5 4 18 
66 5 4 5 4 18 
67 5 4 5 4 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 3 5 4 4 16 
71 4 4 4 4 16 
72 4 3 3 4 14 
73 4 4 4 4 16 
74 5 5 5 5 20 
75 4 4 5 4 17 
76 3 4 4 4 15 
77 4 4 5 4 17 
78 4 4 5 4 17 
79 4 4 3 4 15 
80 4 4 4 4 16 
81 5 4 5 5 19 
82 5 4 5 5 19 
83 3 4 4 4 15 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 16 
86 5 5 4 4 18 
87 4 4 4 4 16 
88 4 4 4 4 16 
89 4 4 4 5 17 
90 4 4 3 4 15 
91 3 4 3 4 14 
92 4 4 4 5 17 
93 4 5 4 4 17 
94 3 3 3 4 13 
95 5 4 4 4 17 
96 4 4 4 4 16 
97 5 5 5 5 20 
98 4 4 4 4 16 
99 4 4 4 4 16 
100 5 5 5 5 20 
 
65 
 
 
 
4. Kewajiban Moral (X4) 
Responden P1 P2 P3 P4 Total 
1 3 5 3 5 16 
2 3 5 3 5 16 
3 4 5 4 4 17 
4 4 4 3 4 15 
5 5 5 5 5 20 
6 4 4 5 4 17 
7 5 5 4 5 19 
8 4 5 4 5 18 
9 4 2 4 4 14 
10 4 4 3 4 15 
11 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 4 19 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 
15 5 4 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 5 4 17 
18 4 4 4 4 16 
19 3 3 4 5 15 
20 4 4 4 4 16 
21 5 4 4 4 17 
22 4 4 4 5 17 
23 4 4 5 4 17 
24 4 5 4 4 17 
25 4 4 3 4 15 
26 4 3 4 4 15 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 4 4 16 
30 4 5 4 4 17 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 4 4 4 4 16 
34 3 4 3 4 14 
35 4 4 3 5 16 
36 4 4 5 5 18 
37 4 5 4 4 17 
38 5 5 5 4 19 
39 5 5 5 4 19 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 5 5 18 
42 5 4 5 4 18 
43 4 4 4 4 16 
44 5 4 4 5 18 
45 4 4 5 4 17 
46 4 4 4 5 17 
47 5 5 5 4 19 
48 4 4 4 5 17 
49 4 5 4 4 17 
50 4 4 4 4 16 
51 5 5 4 4 18 
52 5 4 4 4 17 
53 4 4 5 5 18 
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54 5 5 5 4 19 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 4 16 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 4 5 17 
62 5 5 4 5 19 
63 5 5 4 5 19 
64 4 3 3 3 13 
65 4 5 4 5 18 
66 4 5 4 5 18 
67 4 5 4 5 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 
70 4 4 4 5 17 
71 4 4 4 4 16 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 4 16 
74 5 5 5 5 20 
75 4 5 4 4 17 
76 4 4 5 4 17 
77 4 4 4 4 16 
78 5 5 4 4 18 
79 4 4 4 4 16 
80 4 4 4 4 16 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 
83 4 4 4 4 16 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 3 4 15 
87 4 4 4 5 17 
88 4 4 4 4 16 
89 3 4 3 3 13 
90 5 4 4 5 18 
91 5 4 4 5 18 
92 2 2 2 5 11 
93 4 3 3 4 14 
94 5 4 4 5 18 
95 4 4 3 4 15 
96 3 3 3 3 12 
97 3 3 3 4 13 
98 3 3 3 3 12 
99 3 3 3 4 13 
100 5 5 5 5 20 
 
 
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Responden P1 P2 P3 P4 Total 
1 3 4 5 5 17 
2 3 4 5 5 17 
3 5 4 4 5 18 
4 3 3 3 4 13 
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5 5 5 5 5 20 
6 5 4 4 5 18 
7 5 5 5 5 20 
8 5 5 5 5 20 
9 4 4 4 4 16 
10 3 4 4 4 15 
11 4 4 4 5 17 
12 5 5 5 5 20 
13 4 4 4 3 15 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 5 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 5 4 4 17 
18 4 4 4 4 16 
19 2 2 2 4 10 
20 4 4 4 4 16 
21 4 4 4 4 16 
22 4 4 5 4 17 
23 4 4 5 4 17 
24 5 4 4 5 18 
25 3 4 4 4 15 
26 3 4 4 5 16 
27 3 4 4 5 16 
28 4 4 4 5 17 
29 4 4 4 5 17 
30 3 5 5 5 18 
31 4 4 3 3 14 
32 3 4 4 4 15 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 3 3 14 
35 4 5 4 4 17 
36 5 5 4 5 19 
37 4 4 4 5 17 
38 5 5 5 5 20 
39 5 5 5 5 20 
40 4 4 4 4 16 
41 4 5 5 5 19 
42 4 4 5 5 18 
43 4 4 4 4 16 
44 5 5 5 5 20 
45 4 5 5 5 19 
46 4 4 4 4 16 
47 5 5 5 5 20 
48 2 3 3 3 11 
49 4 5 4 5 18 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 4 5 17 
52 3 4 3 5 15 
53 4 4 5 5 18 
54 5 4 5 4 18 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 4 5 4 17 
58 4 4 4 4 16 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 4 16 
61 4 4 4 4 16 
62 5 5 4 5 19 
68 
 
 
63 4 4 5 4 17 
64 2 3 3 2 10 
65 4 5 4 5 18 
66 4 5 4 5 18 
67 4 5 4 5 18 
68 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 5 17 
70 4 4 4 4 16 
71 4 4 4 5 17 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 4 16 
74 5 5 5 5 20 
75 4 5 4 4 17 
76 4 4 4 4 16 
77 3 4 4 5 16 
78 4 4 4 5 17 
79 4 4 3 4 15 
80 4 4 4 4 16 
81 5 5 5 4 19 
82 5 5 5 5 20 
83 4 3 4 4 15 
84 4 4 4 4 16 
85 4 4 4 4 16 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 5 4 17 
88 4 4 4 4 16 
89 2 2 4 3 11 
90 4 4 3 3 14 
91 4 3 3 3 13 
92 3 3 3 4 13 
93 3 3 3 5 14 
94 3 2 2 4 11 
95 2 4 2 5 13 
96 1 2 4 4 11 
97 3 4 4 4 15 
98 3 3 4 3 13 
99 3 3 3 3 12 
100 5 5 5 5 20 
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Lampiran 4. 
HASIL UJI KUALITAS DATA 
1. Uji Validitas 
a. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 Kepatuhan 
Wajib Pajak 
P1 
Pearson Correlation 1 .705** .539** .369** .829** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P2 
Pearson Correlation .705** 1 .602** .533** .884** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P3 
Pearson Correlation .539** .602** 1 .416** .794** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P4 
Pearson Correlation .369** .533** .416** 1 .706** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pearson Correlation .829** .884** .794** .706** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Kualitas Pelayanan (X2) 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 Kualitas 
Pelayanan 
P1 
Pearson Correlation 1 .642** .624** .355** .856** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P2 
Pearson Correlation .642** 1 .467** .431** .837** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P3 
Pearson Correlation .624** .467** 1 .253* .760** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .011 .000 
N 100 100 100 100 100 
P4 
Pearson Correlation .355** .431** .253* 1 .633** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011  .000 
N 100 100 100 100 100 
Kualitas Pelayanan 
Pearson Correlation .856** .837** .760** .633** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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c. Sanksi Perpajakan (X3) 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 Sanksi 
Perpajakan 
P1 
Pearson Correlation 1 .398** .414** .377** .754** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P2 
Pearson Correlation .398** 1 .517** .399** .765** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P3 
Pearson Correlation .414** .517** 1 .412** .783** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P4 
Pearson Correlation .377** .399** .412** 1 .701** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 
Sanksi Perpajakan 
Pearson Correlation .754** .765** .783** .701** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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d. Kewajiban Moral (X4) 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 Kewajiban 
Moral 
P1 
Pearson 
Correlation 
1 .538*
* 
.623*
* 
.224* .815*
* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .025 .000 
N 100 100 100 100 100 
P2 
Pearson 
Correlation 
.538*
* 
1 .448*
* 
.303** .790*
* 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 
P3 
Pearson 
Correlation 
.623*
* 
.448*
* 
1 .207* .785*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .039 .000 
N 100 100 100 100 100 
P4 
Pearson 
Correlation 
.224* .303*
* 
.207* 1 .554*
* 
Sig. (2-tailed) .025 .002 .039  .000 
N 100 100 100 100 100 
Kewajiban Moral 
Pearson 
Correlation 
.815*
* 
.790*
* 
.785*
* 
.554** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 
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e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Correlations 
 P1 P2 P3 P4 Kepatuhan 
Wajib Pajak 
P1 
Pearson Correlation 1 .705** .539** .369** .829** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P2 
Pearson Correlation .705** 1 .602** .533** .884** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P3 
Pearson Correlation .539** .602** 1 .416** .794** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
P4 
Pearson Correlation .369** .533** .416** 1 .706** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pearson Correlation .829** .884** .794** .706** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
2. Uji Reliabilitas 
a. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.715 .716 4 
 
b. Kualitas Pelayanan (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.779 .774 4 
c. Sanksi Perpajakan (X3) 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.740 .743 4 
 
d. Kewajiban Moral (X4) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.726 .719 4 
 
e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.817 .817 4 
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Lampiran 5. 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.10078118 
Most Extreme Differences 
Absolute .135 
Positive .077 
Negative -.135 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.353 
Asymp. Sig. (2-tailed) .052 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) 
Sig. .046c 
99% Confidence Interval 
Lower Bound .040 
Upper Bound .051 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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2. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .880a .774 .764 1.12372 1.768 
a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, 
Kualitas Pelayanan 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
3. Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Kesadaran Wajib Pajak .656 1.523 
Kualitas Pelayanan .265 3.773 
Sanksi Perpajakan .696 1.437 
Kewajiban Moral .294 3.402 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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4. Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 6. 
HASIL UJI HIPOTESIS 
1. Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -6.607 1.358  -4.865 .000 
Kesadaran Wajib Pajak .203 .072 .170 2.816 .006 
Kualitas Pelayanan .340 .109 .295 3.110 .002 
Sanksi Perpajakan .488 .079 .361 6.163 .000 
Kewajiban Moral .336 .118 .257 2.856 .005 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
 
2. Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 410.150 4 102.537 81.202 .000b 
Residual 119.960 95 1.263   
Total 530.110 99    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 
Pelayanan 
 
 
 
 
 
